
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di jelasakan pada bab 

sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti yaitu Implementasi Electronic Government pada Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut: 

6.1.1 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengambil kesimpulan bahwa 

implementasi E-Gov pada DPMPTSP belum efektif dan mengalami kendala 

dalam implementasinya. DPMPTSP telah berhasil dalam menerapkan 

SIPPT untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perijinan. 

Namun dalam pengembangan E-Gov dengan menerapkan Aplikasi 

SPESIAL masih terhambat. Hal tersebut karena kurangnya fasilitas serta 

anggaran. 

6.1.2 Adapun indikator yang menyebabkan implementasi E-Gov pada DPMPTSP 

belum efektif adalah sebagai berikut: 

 Komunikasi 

Belum maksimalnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat 

E-Gov dalam kaitannya dengan pelayanan perijinan. Sehingga aplikasi 

E-Gov (Aplikasi SPESIAL, SIPPT, Website dan Aplikasi SMS 

Gateway) hanya dimanfaatkan oleh agen pelaksana (DPMPTSP) dalam 

pelayanan perijinan. 

 



79 
 
 

 

 
 

 Sumberdaya 

Berdasarkan hasil penelitian, sumberdaya (manusia, fasilitas, anggaran) 

yang dimiliki oleh DPMPTSP masih mengalami kendala. Hal tersebut 

dapat dilihat dari jumlah sumberdaya manusia yang memiliki keahilan 

dalam penguasaan teknologi masih terbatas, fasilitas (server) yang 

masih terbatas dalam pengembangan E-Gov serta anggaran yang 

dimilki sangat terbatas untuk mendukung implementasi E-Gov pada 

DPMPTSP. Oleh karena itu aplikasi SPESIAL dan SMS Gateway yang 

sudah dimiliki tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya. 

 Disposisi 

Berkaitan dengan sikap dan konsistensi implementor dalam 

menerapkan E-Government pada DPMPTSP. Berdasarkan hasil 

penelitian, Pimpinan Daerah (Gubernur NTT) maupun Kepala 

DPMPTSP telah memiliki komitmen untuk menerapkan E-Gov dengan 

jenis Aplikasi SPESIAL sebagai inovasi pelayanan perijinan dalam 

bentuk MOU kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jabar. Namun 

dalam pelaksanaannya masih step by step sehingga membutuhkan 

perbaikan secara continue dalam penyempurnaan aplikasi yang 

diterapkan. Selain itu, perlu adanya insentif bagi pegawai jika ada 

lembur ataupun staf ahli untuk meningkatkan semangat dan komitmen 

mereka dalam menerapkan E-Gov pada penyelenggaraan pelayanan. 
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 Struktur Birokrasi 

Berkaitan dengan Standari Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki 

DPMPTSP dalam pelayanan perizinan. Berdasarkan hasil penelitian, 

SOP yang dimiliki oleh DPMPTSP masih dalam tahap untuk 

pengesahan. Pasca penggabungan KPPTSP dan BPMD menjadi 

DPMPTSP menyebabkan SOP yang digunakan dalam pelayanan 

perijinan masih menggunakan SOP sebelumnnya pada KPPTSP yang 

materinya tidak jauh berbeda dengan SOP yang akan disahkan.  

 

6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

direkomendasikan saran-saran sebagai berikut: 

 Pemerintah Daerah, maupun DPMPTSP sebagai agen dalam implementasi E-

Gov dengan jenis aplikasi perijinan harus meningkatkan sosialisasi untuk 

menambah pemahaman masyarakat mengenai manfaat E-Gov dalam aplikasi 

perijinan, sehingga aplikasi yang telah diterapkan dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat dalam efisiensi dan efektivitas pelayanan perijinan. 

 Sebagai bentuk komitmen dalam implementasi E-Gov dengan jenis aplikasi 

perijinan Pemerintah Daerah harus mendukung melalui Sumberdaya, Fasilitas 

serta anggaran sehingga dapat mendukung pengembangan E-Gov. 

 Diharapkan kepada masyarakat sebagai pemohon ijin, untuk memiliki 

kesadaran dan penghargaan terhadap bentuk implementasi E-Gov dengan jenis 
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aplikasi perijinan yang diwujudkan melalui pemanfaatan aplikasi dalam 

pelayanan perijinan. 

 Perlu adanya insentif bagi para pegawai khususnya staf ahli teknologi guna 

meningkatkan semangat dan komitmen mereka dalam mendukung 

implementasi E-Gov pada DPMPTSP NTT 
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PEDOMAN WAWANCARA 

(In-depth Interview) 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

IMPLEMENTASI ELECTRONIC GOVERNMENT PADA DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

(DPMPTSP) NUSA TENGGARA TIMUR 

 

A. PENJELASAN UMUM 

1. Penelitian ini semata-mata bertujuan ilmiah dalam kaitannya dengan tugas 

akhir. 

2. Penelitian ini tidak dipublikasikan kepada khalayak atau pihak manapun. 

3. Mohon kesediaan bapak/ibu/saudara/i untuk memberikan jawaban secara 

tepat dan jujur demi kelancaran dan ketetapan analisis hasil penelitian. 

4. Atas kesediaan bapak/ibu/saudara/i meluangkan waktu, tenaga dan pikiran 

peneliti menyampaikan terima kasih. 

B. IDENTITAS RESPONDEN 

Identitas Responden : 

Nama : 

Jenis Kelamin : 

Umur : 

Pendidikan : 

Pekerjaan : 

Pangkat/golongan : 

Jabatan : 

Alamat : 

C. DAFTAR PERTANYAAN 

A. Komunikasi 

1. Bagaimana proses penyampaian informasi mengenai pelaksanaan E-

Government pada DPMPTSP NTT? 

2. Apakah informasi yang diterima mengenai pelaksanaan E-Government 

mencakup kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian informasi?



3. Media apa saja yang digunakan dalam penyampaian informasi 

pelaksanaan E-Government pada DPMPTSP NTT? 

4. Hambatan-hambatan apa saja yang sering ditemukan dalam proses 

penyampaian informasi pelaksanaan E-Government pada DPMPTSP 

NTT? 

5. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan E-Government 

pada DPMPTSP melalui informasi yang diperoleh? 

B. Sumber Daya 

1. Apakah sumber daya manusia yang dimiliki sudah memadai? 

2. Apakah fasilitas teknologi yang menunjang pelaksanaan E-Government 

sudah sesuai dengan kebutuhan dalam bekerja? 

3. Apa perlu penambahan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan E-

Government? 

4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pelaksanaan E-Government, 

apakah sudah mencapai target? 

5. Apakah alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan E-Government 

sesuai dengan kebutuan operasional? 

C. Disposisi 

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai perilaku agen pelaksana 

dalam pelaksanaan E-Government? 

2. Apa saja yang menjadi hambatan bagi agen pelaksana dalam 

pelaksanaan E-Government? 

D. Struktur Birokrasi 

1. Apakah DPMPTSP sudah memiliki SOP (Standar Operasional 

Prosedur) dalam pelaksanaan E-Government? 

2. Instansi apa saja yang turut mendukung pelaksanaan E-Government 

berbasis pada DPMPTSP NTT? 

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan E-Government 

sudah sesuai dengan SOP pada DPMPTSP NTT? 

Catatan: Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam pedoman wawancara ini 

merupakan pertanyaan penuntun dan akan berkembang pada saat penelitian. 


